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RINGKASAN

Untuk menghadapi permasalahan yang komplek dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara, maka lembaga Pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi
menegakan hukum harus mempergunakan peran yang demikian sentral untuk
menyelesaikannya, karenanya lembaga pengadilan harus mempunyai kemampuan
yang memadai. Kemampuan lembaga pengadilan untuk menyelenggarakan
fungsinya sangat dipengaruhi oleh kemampuan elemen — elemen dalam sistim
peradilan, karena lemahnya dalam salah satu elemen dalam sistim peradilan
sangat menentukan keberhasilan dalam menyelengarakan fungsinya untuk
mengadili perkara sesuai dengan hukum dan keadilan. Pembentukan Komisi
Pengawas Persaingan usaha (KPPU) didasarkan pada Pasal 30 ayat (1) Undang —
Undang no 5 tahun 1999 yang menyatakan untuk mengawasi pelaksanaan Undang
—Undang ini dibentuk Komisi Pengawas persaingan Usaha, dari pasal 34 ayat (1)
dapat diketahui bahwa pembentukan komisi serta susunan organisasi, tugas, dan
fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Dengan demikian
penegakan hukum persaingan usaha berada dalam kewenangan Komisi Pengawas
Persaingan usaha, sedangkan selama ini sudah ada lembaga Pengadilan dan
Mahkamah Agung yang berfungsi menegakkan hokum, sehingga dalam hal ini
terdapat dualisme penegakkan hukum persaingan usaha, apakah dengan
dibentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut merupakan wujud
ketidak mampuan lembaga pengadilan dalam penyelesaian hukum persaingan
usaha.

Permasalahan ini yang dikaji dalam penelitian ini Untuk mengetahui dan
memahami keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam sistim
Peradilan Perdata di Indonesia, dan bagaimana kualifikasi kebenaran putusan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan perbedaannya dengan Putusan Hakim
Perdata. Serta Untuk mengetahui dan memahami prinsip Putusan KPPU dan
Prinsip Hukum dalam Putusan perkara Perdata.

Untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan permasalahan dalam
penelitian tesis ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan
(statute approach), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini
yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus
tema sentral dari suatu penelitian yakni aturan yang terkait dengan eksistensi
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Selain pendekatan perundang-undangan
(statute approach) penulis juga menggunakan Pendekatan Konseptual (conseptual
approach), dan Pendekatan Perbandingan (comparative approach) dimana
pengertian dari Pendekatan Konseptual (conseptual approach) adalah pendekatan
yang berdasarkan pada indentifikasi dan analisis dari konsep-konsep hukum
dalam teori maupun praktek. Sehingga memunculkan obyek-obyek yang menarik
perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pandang pengetahuan dalam
pikiran dan atribut-atribut tertentu. Sedangkan Pendekatan Perbandingan
(comparative approach) mempunyai pengertian pendekatan yang digunakan
dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum



(legal institution) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang
kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain.

Melalui Penelitian ternyata untuk meningkatkan dinamika kebijakan ekonomi
dunia diperlukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga
komplementer, hal ini disebabkan pengalaman menyedihkan kegagalan birokrasi
masa lalu termasuk ketidak percayaan terhadap lembaga peradilan yang ada.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan organ khusus yang mempunyai
tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan
untuk memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU
mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya hukum persaingan usaha, namun
KPPU bukanlah lembaga peradilan. Melainkan lebih merupakan lembaga
administratif, sehingga sanksinya bersifat administratif berupa mencabut izin
usaha, melarang pelaku usaha memperluas usahanya yang berdekatan dengan
Pelaku ekonomi lemah; oleh karenanya putusan KPPU berbeda dengan
Pengadilan Perdata yang bersifat kondemnator; konstitutif, deklarator. Sedangkan
ebenaran yang ingin dicari oleh KPPU adalah kebenaran Materiil, dalam mencari
kebenaran Materiil memanggil saksi, ahli yang mengetahui tentang kasus yang
dihadapi untuk memperoleh keyakinan demi kebenaran materiil tersebut, apakah
pelaku usaha melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan
terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam mengadili
perkara perdata Majelis Hakim mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil,
yaitu kebenaran yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak
sesuai dengan azas actori incubit probation yang diatur dalam Pasal 1865
KUHPerdata dan Pasal 163 HIR. Diketahui bahwa prinsip Hukum kekuatan
putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha belum mempunyai kekuatan
eksekutorial, sedangkan Prinsip Hukum kekuatan putusan Hakim Pengadilan
Perdata mempunyai kekuatan mengikat kepada kedua belah pihak sesuai dengan
Pasal 1917 KUHPerdata, sehingga berlaku azas res yudicata pro veritate habetur.

Sehingga adanya perbedaan Kkarakteristik Putusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha dengan Putusan Hakim Perdata sebagai perwujudan azas
kepastian hukum serta peradilan yang cepat dan biaya ringan perlu pengaturan
untuk menyatukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai Pengadilan
khusus dibawah peradilan umum, untuk menghindari tumpang tindih kewenangan
yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat. Dan Putusan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha bukan merupakan lembaga yudikatif, sehingga dalam
putusannya tidak perlu mencantumkan irah irah—irah Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena putusan KPPU harus memerlukan Fiat
dari Pengadilan Negeri agar putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial.
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SUMMARY

To deal with complex problems in the life of the nation, the institutions
that serve the Court as an institution must use the law to enforce such a central
role to solve it, so courts must have adequate capacity. The ability of courts to
hold the function is strongly influenced by the ability of the element in the judicial
system, because of the weakness in one element in the judicial system is crucial to
success in carry out its functions to a case in accordance with law and justice.
Establishment of the Commission based on Article 30 businesses paragraph (1)
Law No. 5 of 1999 which states to oversee the implementation of the Law
Commission was set up business competition, of Article 34 paragraph (1) can be
seen that the formation of a commission as well as organizational structure, tasks,
and functions of the commission established by Presidential Decree. Thus
enforcement of competition law within the authority of the Commission in the
business, while it has no institutions for the Court and the Supreme Court that
serves to enforce the law, so in this case there is a dualism of competition law
enforcement, whether by the establishment of the Business Competition
Supervisory Commission is being the inability of courts in the resolution of
competition law.

These issues are examined in this study to know and understand the existence
of the Business Competition Supervisory Commission in the Civil Justice system
in Indonesia, and how do qualifying truths Business Competition Supervisory
Commission's decision and the difference with the Civil Justice Decision. And to
know and understand the principles of the Commission decision and the business
case ruling principle in the Civil Law.

To get the appropriate answers to the problems in this thesis research, the
authors use the approach of legislation (Statute approach), by reviewing all laws
and regulations relevant to the legal issues are being addressed. In this case to be
examined are the various rules of law are the focus as well as the central theme of
the research that is related to the existence of rules Business Competition
Supervisory Commission addition to the approach of legislation (Statute
approach) the authors also use the Conceptual Approach (conseptual approach),
and Approach comparison (comparative approach) in which the notion of
Conceptual Approach (conseptual approach) is an approach based on the
identification and analysis of legal concepts in theory and practice. Giving rise to
objects that attract attention from the practical point of view and perspective in
mind and the knowledge of certain attributes. While the ratio approach
(comparative approach) has the understanding of the approach used in this study
to compare the normative one of the institutions of law (legal institution) that one
of the legal system with legal institutions (more or less the same from the legal
system) to another.

Through the study was to improve the dynamics of world economic policy of
the Business Competition Supervisory Commission required as a complementary
institution, this is due to the failure of bureaucracy sad experience of the past,
including distrust of the existing judiciary. Business Competition Supervisory
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Commission is a specialized organ that has the dual task than to create order in the
competition also serves to maintain a climate conducive business competition.
Although the Commission has the function of law enforcement efforts in
particular competition law, but the Commission is not the judiciary. But rather an
administrative body, so that administrative sanctions be revoked license, prohibits
businesses expand their business adjacent to the weak economic actors;
Commission’'s decision is therefore different from the Civil Court which is
kondemnator; constitutive, deklarator. While ebenaran to search by the
Commission in the business is the truth Material, Material in the search for truth
to call witnesses, an expert who knows about the case at hand to obtain a
conviction for material truth is, whether businessmen do or do not perform acts
that lead to monopolistic practices and unfair competition. The judge hearing a
civil case to take formal decisions based on truth, that truth is based on the
evidence submitted by the Parties in accordance with the principles actori incubit
probation provided for in Article 1865 Civil Code and Article 163 HIR. It is
known that the principle of law forces the Business Competition Supervisory
Commission’s decision does not have the strength eksekutorial, while the ruling
power of the Law Principles Civil Court Judge has the power to bind both parties
in accordance with Article 1917 Book of the Civil Code, that applies the
principles of res yudicata pro veritate habetur.

So that the difference in the characteristics of the Business Competition
Supervisory Commission's decision with the Civil Court ruling as a manifestation
of the principle of legal certainty and justice is fast and low cost necessary
arrangements to bring together the Business Competition Supervisory
Commission as a special court under the general court, to avoid overlapping of
authority relating to the competition unhealthy. And the Business Competition
Supervisory Commission's decision is not a judicial institution, so no need to
include in its decision For Justice Under the belief in one God, therefore the
decision of the Commission shall require the Fiat of the District Court for the
decision shall have the power eksekutorial.
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